
          Agus pun mengapresiasi 
upaya yang dilakukan BSN. Ia 
menyatakan sangat mendukung 
penerapan SNI ISO 37001:2016 
dan sepakat akan terus 
mendorong kerja sama yang lebih 
erat antara BSN dan KPK. 
Diharapkan mulai dari BUMN 
mendapatkan sosialisasi tentang 
SNI ISO 37001:2016. Dalam 
penerapannya, jika diperlukan, 
disadari kebutuhan akan adanya 
semacam "integrity officer" di 
setiap BUMN, serta ketersediaan 
manual-manual praktis untuk 
panduan pencegahan korupsi.  
Selanjutnya, tim BSN dan KPK 
akan membahas lebih lanjut 
tentang langkah-langkah kongkrit 
yang dapat dilakukan oleh kedua 
belah pihak, khususnya dalam 
upaya pencegahan korupsi di 
Indonesia, melalui penerapan 
manajemen anti penyuapan. 
(www.bsn.go.id) 

S 
ebagai tindak lanjut 
Instruksi Presiden No 10 
Tahun 2016 tentang Aksi 
Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 
2016 dan Tahun 2017, BSN yang 
mendapat mandat untuk 
melakukan inisiasi upaya 
sertifikasi anti suap, terus secara 
intensif melaksanakan koordinasi 
dan sinergi dengan berbagai K/L. 
       BSN melakukan audiensi 
dengan Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi - KPK, 
yang dilaksanakan pada Rabu 
(3/5/2017) di Kantor KPK, 
Jakarta, khususnya untuk 
membahas rencana penerapan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 
ISO 37001:2016 Sistem 
manajemen anti penyuapan - 
Persyaratan dengan panduan 
penggunaan, di berbagai K/L, 
BUMN, BUMD dan perusahaan. 
       Kepala BSN, Bambang 
Prasetya, beserta jajarannya 
diterima langsung oleh Ketua 
KPK, Agus Rahardjo. Dalam 
pertemuan tersebut, Bambang 
mengungkapkan, BSN telah 
menetapkan SNI ISO 37001:2016 
melalui adopsi standar 
internasional ISO 37001:2016 
pada akhir tahun 2016 lalu. 
Menurutnya, standar tersebut 

sangat penting mengacu 
kebutuhan nasional saat ini dan 
dalam penerapannya dapat 
diintegrasikan dengan standar-
standar sistem manajemen 
lainnya sebagai satu paket yang 
komprehensif, seperti sistem 
manajemen mutu (SNI ISO 
9001:2015) dan sistem 
manajemen risiko (SNI ISO 
31000:2011). BSN tengah gencar 
mensosialisasikan standar 
tersebut melalui berbagai 
workshop dan pelatihan, termasuk 
mengembangkan skema 
sertifikasi SNI ISO 37001. BSN 
juga terus berkoordinasi dengan 
instansi mitra utama yang terkait, 
seperti Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/
Bappenas, Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, Badan 
Pusat Statistik, BPK, BPKP dan 
KPK. 
          Sementara itu Agus dalam 
kesempatan ini mengatakan, saat 
ini modus operandi korupsi 
semakin canggih. Ia berharap 
adanya pembenahan organisasi 
birokrasi di seluruh K/L dan 
BUMN sebagai langkah 
penyederhanaan dan pencegahan 
korupsi. 
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B 
SN berhasil meraih opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) untuk yang 
kedelapan kalinya dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Kepala BSN Bambang 

Prasetya secara resmi menerima Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 
dari BPK yang diserahkan oleh Ketua BPK, 
Moermahadi Soerja Djanegara, Jumat (26/05/17) di 
Kantor Pusat BPK, Jakarta. Hal ini menjadi 
prestasi tersendiri bagi BSN, karena BSN 
membuktikan dapat kembali mendapatkan opini 
WTP setelah sebelumnya  meraih opini WTP 
secara berturut-turut dalam periode Tahun 
Anggaran 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 
2014. 
 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, 
terdapat 11 Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara 
Umum Negara di tahun 2016 di lingkungan 
auditorat keuangan negara II yang beropinikan 
WTP, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba-
rang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat 
Statistik (BPS), Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), Badan 
Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional/

Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Kementerian Keuangan, 
Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bendahara 
Umum Negara, Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), dan Kementerian Perindustrian. 
 
 Dilihat dari kontribusi terhadap opini 
WTP di LKPP tahun 2016 diantaranya adalah 
tidak adanya penyimpangan yang materiil 
terhadap pendapatan negara dimana 93,03 % 
pendapatan negara dari kementerian keuangan, 
pajak dan PNBP dari 11 Kementerian/Lembaga. 
Opini atas laporan keuangan bukan merupakan 
destinasi, tapi merupakan satu tahapan tertentu 
untuk mencapai suatu derajat akuntabilitas yang 
reliable dari seluruh proses pertanggungjawaban 
penggunaan keuangan negara yang ada di 
kementerian/lembaga. 
 
 Perolehan Opini WTP atas LKPP 
tahun 2016 merupakan hasil upaya pemerintah 
memperbaiki pertanggungjawaban dan 
pengelolaan keuangan negara setelah 12 tahun, 
sejak tahun 2004. Dalam kesempatan ini, Ketua 
BPK, Moermahadi Soerja Djanegara 
memberikan beberapa rekomendasi kepada 
kementerian/lembaga  dan bendahara umum 
negara, diantaranya mengintegrasikan sistem 
informasi pengelolaan dan penyusunan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN baik di 
tingkat kementerian negara dan lembaga dan di 
tingkat bendahara umum negara; menyelesaikan 
kelebihan pembayaran atau penyimpangan 
pelaksanaan belanja negara; meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian barang milik 
negara; menetapkan kebijakan terkait tindakan 
khusus penyelesaian aset negatif dana jaminan 
sosial  kesehatan; serta meningkatkan peran 
pengawas intern pemerintah dalam pengelolaan 
dan pertanggungjawaban APBN di lingkungan 
kementerian negara dan lembaga. (Heru) 
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K epala BSN, Bambang Prasetya 
melantik pejabat Eselon II di 

lingkungan BSN, Selasa (02/05/2017). 
Mereka yang dilantik adalah Heru Suseno 
sebagai Inspektur BSN, Wahyu 
Purbowasito Setyo Waskito sebagai Kepala 
Pusat Sistem Penerapan Standar, Donny 
Purnomo Januardhi Effyandono sebagai 
Kepala Pusat Akreditasi Lembaga 
Sertifikasi, serta Y. Kristianto 
Widiwardono sebagai Kepala Pusat 
Informasi dan Dokumentasi Standardisasi. 
Pelantikan ini dihadiri oleh segenap 
pimpinan Eselon I, II, III, dan IV di 
lingkungan BSN. 
          Bambang menyampaikan bahwa saat 
ini, posisi BSN semakin sentral, strategis 
dan peran BSN yang semakin besar. Salah 
satunya adalah penerapan SNI ISO 
37001:2016 yang akan menjadi salah satu 
tombak terkait Instruksi Presiden No.10 
Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 
Tahun 2017. Kemudian, mengaca dari 
beberapa musibah yang kerap menimpa 
bangsa Indonesia, seharusnya standar dapat 
berperan lebih untuk menjaga keselamatan 
rakyat Indonesia. 

         
Melihat 
posisi 
BSN 
saat ini 
dan 

tantangan 
ke depan, Bambang mengingatkan kepada 
para pejabat yang baru dilantik pada 
khususnya dan para undangan umumnya 
untuk bersyukur dapat mengabdi kepada 
negara melalui BSN. “Salah satu cara 
bersyukurnya adalah dengan berkiprah luar 
biasa di BSN,” ujar Bambang. 
         Kepada pejabat yang baru dilantik, 
Bambang mengingatkan bahwa termasuk 
tantangan ke depan adalah teknologi 5G, 

perubahan budaya perekonomian, skema-
skema yang harus diterapkan, dan masih 
banyak lagi. Untuk itu, Bambang berharap 
agar mereka dapat langsung berkiprah dan 
memberikan yang terbaik bagi BSN dan 
negara. (www.bsn.go.id) 

 TC309 meminta Sekretaris TC309 untuk menghubungi, baik 
secara langsung atau melalui kontak yang tepat yang 
teridentifikasi di atas, organisasi eksternal yang diidentifikasi 
dalam Lampiran A untuk memulai proses menjalin hubungan 
dengan organisasi tersebut, sebagaimana tercantum dalam ISO 
Directives Part 1. 

 TC309 mencatat bahwa external liaisons akan dilakukan reviu 

reguler dan anggota diminta untuk memberi tahu Sekretaris TC309 

organisasi eksternal lainnya yang dapat dipertimbangkan sebagai 

liaison. 

3. Dalam hubungannya dengan internal liaisons: 

 TC309 meminta Sekretaris TC309 untuk membentuk liaisons 
tambahan dengan ISO/TC 307 Blockchain and electronic 
distributed ledger technologies  

 TC309 menunjuk perwakilan liaison berikut untuk memantau 
output dari committee yang relevan dan untuk mewakili 
pandangan dari TC309 pada sidang yang relevan dari liaison 
committee, bila sesuai: 

 Peter Brown untuk JTC 1/SC 40 IT Service Management and 
IT Governance 

 Pierre L’Éspérance untuk ISO/TC 176 Quality Management 

 Caroline Oliver untuk ISO/TC 262 Risk management 

 Sian Jones untuk ISO/TC 307 

      

       TC309 meminta liaison review group melanjutkan untuk menguji 
peluang-peluang internal dan external liaisons lebih lanjut dan 
melaporkan ke TC309 Plenary di Shenzhen, dan relawan liaison review 
group memberitahu ke Sekretaris TC309. (www.bsn.go.id) 

P 
ada tanggal 22 – 26 Mei 2017, Secretariat ISO/TC 309 
Organizational governance menyelenggarakan Sidang ke-2, 
Quebec City, Quebec, Canada, dengan penyelenggara adalah 

Standards Council of Canada (SCC).  
 
Beberapa catatan dari Sidang ini antara lain: 

1. ISO/TC 309 mengkonfirmasikan bahwa internal liaisons telah 
terbentuk yaitu : 

 ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT Service Management and IT 
Governance 

 ISO/PC 283 Occupational Health and Safety 

 ISO/TC 176 Quality Management 

 ISO/TC 251 Asset Management 

 ISO/TC 258 Project, programme & portfolio management 

 ISO/TC 260 Human resource management. 

2. Sedangkan potential external liaisons teridentifikasi sebagai 
berikut: 

 TC309 meminta anggota untuk menginformasikan Sekretaris 

TC309 jika mereka memiliki kontak di dalam organisasi 

tersebut atau jika mereka mengetahui adanya organisasi 

eksternal lain yang mungkin dipertimbangkan sebagai liaison 

pada tahap ini. 
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